BAB YV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Hubungan hukum baik antara Pemegang Obligasi dengan Emiten maupun
Pemegang Obligasi dengan Wali Amanat adalah hubungan yang lahir karena
adanya perjanjian, yakni Perjanjian Perwaliamanatan. Hubungan Emiten
dengan Pemegang Obligasi muncul karena adanya perjanjian utang piutang,
sedangkan Pemegang Obligasi dengan Wali Amanat ialah perjanjian sebagai
penerima dan pemberi kuasa. Terkait ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan
dalam Pasal 52 UU Pasar Modal, yang hanya melibatkan Wali Amanat dengan
Emiten pada pembentukan perjanjian, pada hakekatnya bertentangan dengan
asas privity of contract yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1315 dan
Pasal 1340 KUHPerdata. Namun Perjanjian Perwaliamanatan ini merupakan
pengecualian dari Pasal 1315 yang mana Perjanjian Perwaliamanatan (PWA)
ini tunduk kepada Pasal 1317 KUHPerdata. Dalam hal Pemegang Obligasi
membeli emisi obligasi pada penawaran umum, mengartikan bahwa
Pemegang Obligasi telah mengetahui isi dari prospektus itu sendiri termasuk
juga isi Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga setelah adanya transaksi
pembelian, Pemegang Obligasi setuju untuk mengikatkan diri sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata.

5.1.2.Mengingat bahwa hubungan hukum antara Wali Amanat, Emiten dengan
Pemegang Obligasi timbul karena adanya Perjanjian, maka perlindungan
yang dapat diberikan kepada Pemegang Obligasi atas kerugian yang diderita
olehnya ialah berupa tuntutan ganti rugi secara wanprestasi (Pasal 1243
KUHPerdata). Hal ini karena terdapat kewajiban-kewajiban Emiten yang
dilanggar sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan
sehingga mengakibatkan kehilangan keuntungan (expectation loss atau
winstderving) berupa jumlah utang pokok dan bunga utang pokok. Secara
jelas wanprestasi dalam hal ini adanya kelalaian Emiten atas Perjanjian

Perwaliamanatan (PWA) sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 24 POJK
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20/2020 mengenai ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh Emiten
sehingga informasi tersebut berdampak dalam hal tidak dilangsungkannya
pembayaran utang kepada Pemegang Obligasi. Disamping itu kelalaian Wali
Amanat dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang sebagaimana diperintahkan
pada Pasal 6 POJK 20/2020 ialah tidak memantau informasi-informasi dan
tidak meninjau kembali informasi yang telah ada mencakup dalam hal ini
mengenai Rasio Kecukupan Modal dari hasil audit Bank Indonesia. Terkait
menuntut ganti rugi kepada Wali Amanat sebagai kapasitas perwakilan
Pemegang Obligasi pada dasarnya dapat dimintakan pertanggungjawaban
atas kelalaian dan penuntutan ganti rugi degan berdasar pada Pasal 1801
KUHPerdata serta dalam Pasal 53 UU Pasar Modal.

5.1.3.Dalam hal Pemegang Obligasi mengajukan gugatan kepada Emiten dan Wali
Amanat secara bersama, pada dasarnya Pasal 51 ayat (2) tidak dapat di
implementasikan sebagai legal standing di pengadilan. Hal ini mengingat
bahwa Wali Amanat berkontribusi dalam kerugian dan melakukan
wanprestasi sehingga diajukan gugatan kepadanya pula. Hal ini serupa
dengan kasus yang di putus dalam putusan nomor 863 PK/Pdt/2019. Namun
demikian Pasal 51 ayat (2) pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari Pasal
53 jo Pasal 111 UU Pasar Modal. Yang mana disebutkan bahwa dalam Pasal
111 UU Pasar Modal, jika terdapat pihak yang dirugikan dapat menuntut
ganti rugi, secara sendiri-sendiri kepada pihak yang merugikan, sehingga
Pasal ini memberi penegasan perlindungan bahwa Pemegang Obligasi yang
dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap Emiten maupun Wali Amanat.
Disamping itu, Pemegang Obligasi pula dapat mengajukan gugatan hanya
kepada Emiten tanpa Wali Amanat, dengan merujuk Pasal 1799 KUHPerdata
yang menjamin mengenai hak pemberi kuasa, dapat melakukan suatu
kepentingannya terhadap Emiten termasuk pengajuan gugatan. Selain itu jika
dirasa Pemegang Obligasi tidak dapat melakukan kepentingannya sendiri di
pengadilan, maka menurut UU Pasar Modal dapat dilakukan bersama-sama
dengan Wali Amanat, dengan mengganti Wali Amanat sebagaimana

tercantum dalam perjanjian dan keputusan RUPO.
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5.1. Saran

5.1.1.Perlu adanya pencantuman secara tegas di dalam prospektus mengenai
perjanjian-perjanjian yang akan mengikat dan berlaku bagi Pemegang
Obligasi jika transaksi pembelian emisi obligasi telah dilaksanakan. Hal ini
ditujukan guna mencegah kesalahpahaman investor atau pemula yang hendak
terjun investasi. Juga menjadikan himbauan serta menciptakan hubungan
yang baik diantara para pihak yang terlibat dengan Pemegang Obligasi serta
menciptakan suatu hak dan kewajiban secara jelas.

5.1.2.Perlu adanya kewaspadaan yang patut diterapkan bagi Pemegang Obligasi
dalam rangka pembelian emisi obligasi atas seluruh informasi dan kondisi
perusahaan yang akan di investasikan. Kemudian perlu adanya penegasan
terkait kedudukan Pemegang Obligasi secara eksplisit untuk dapat bertindak
secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan
pengaturan lebih rigid terhadap pilihan penyelesaian yang dapat diambil oleh
pemegang obligasi, emiten, dan wali amanat apabila terjadi keadaan lalai baik
yang lahir akibat kelalain pemenuhan kontrak maupun akibat perbuatan

tercela.
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